
 

 

 

 

BUPATI RAJA  AMPAT 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI RAJA  AMPAT 

NOMOR 33 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI  RAJA AMPAT 

 

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 

Anggaran 2021;  

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimkasud dalam huruf a, perlu Menetapkan  Peraturan 

Bupati tetang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – 

Kabupaten Otonom  di Provinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2907);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4048); 

S A L I N A N  



 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten 

Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);                  

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

 

 

 



 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4138); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4540); 



 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang  

Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan 

Peneintah  Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4577); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425);  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 nomor 1425); 

 

 

 



 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 63) ; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2020 Nomor 151); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 03 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2021 Nomor  156); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2021 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 125); 

40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 

Nomor 161,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Nomor 130); 



 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 

ANGGARAN 2021 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri atas : 

1) Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah     Rp. 18,640,005,539.93   

b. Dana Pendapatan transfer  Rp. 1,126,972,743,625.00   

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahRp.   13,080,979,611.00 

  Jumlah Pendapatan Rp.  1,158,693,728,775.93 

   

2) Belanja  

A. Belanja Operasi 

1. Belanja Pegawai   Rp.      256,761,233,320.40  

2. Belanja Barang dan Jasa   Rp.      383,354,657,292.04  

3. Belanja Bunga              Rp.   0,00 

4. Belanja Subsidi              Rp.          0,00 

5. Belanja Hibah              Rp.       241,415,220,403.00  

6. Belanja Bantuan Sosial              Rp.        7,651,685,400.00  

7. Belanja Bagi Hasil              Rp. 0,00 

8. Belanja Bantuan Keuangan                Rp. 0,00 

9. Belanja Tak Terduga              Rp.  0,00 

 Jumlah Belanja Operasi         Rp.  889,182,796,415.44 

  

B.  Belanja Modal 

1. Belanja Modal Tanah              Rp.   2,092,961,500.00 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin      Rp.54,418,319,203.00  

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  Rp. 114,386,026,746.00 

4. Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan  Rp.85,138,571,934.00 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya        Rp.1,101,067,000.00  

 Jumlah Belanja Modal                     Rp.  257,136,946,383.00 

 

C. Belanja Tidak Terduga 

1. Belanja Tak Terduga  Rp. 0,00 

 

D. Belanja Transfer 

1. Transfer Keuangan ke Desa Rp.   0,00   

2. Transfer Keuangan lainnya Rp.    0,00   

 Jumlah Belanja Transfer      Rp.   0,00  

   Surplus / (Defisit)       Rp.     (12,373,985,977.49) 

 

 

 

 

 

 



 

  

3)  Pembiayaan  

a. Penerimaan Rp. 3,110,499,793.72   

b. Pengeluaran Rp. 0 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 3,110,499,793.72 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan Rp. 15,484,485,771.21 

 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam                 

Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam             

Pasal 1 dirinci dalam Penjabaran Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran  Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah. 

 

 

Ditetapkan di Waisai 

pada tanggal 3 Oktober 2022 

BUPATI RAJA AMPAT, 

        CAP/TTD 

ABDUL FARIS UMLATI 

 

 

Diundang di Waisai 

pada tanggal 3 Oktober 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, 

                    CAP/TTD 

                 YUSUF SALIM 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, 

An.SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA 
                  Ub 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 

 

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH 
PEMBINA (IV/a) 
NIP. 19790527 200502 1 001 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 33 

 


